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Kemiskinan merupakan persoalan structural yang menjadi perhatian serius
oleh pemerintah daerah. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 hadir sebagai
upaya yang serius dalam memberantas kemiskinan melalui program-program
berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk
mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program anti
kemiskinan didesa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek,dan
bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap pelaksanaan program ini.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaan program anti kemiskinan didesa krandegan
kecamatan gandusari kabupaten trenggalek ? 2) Bagaimana perspektif figh siyasah
tentang implementasi program anti kemiskinan sesuai peraturan bupati nomor 10
tahun 2015 di desa krandegan kecamatan gandusari kabupaten trenggalek ?

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara,dan dokumentasi,
sedangkan analisis data menggunakan kualitatif deskriptif ,penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program Anti Kemiskinan di Desa
Krandegan sudah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan aturan resmi dari
Bupati Trenggalek dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan dampak yang
positif juga terhadap masyarakat. Tetapi masih ada sedikit penghambat dalam
pelaksanaan peanganggulangan kemiskinan.2) Tinjauan Figh Siyasah dalam
penanggulangan kemiskinan ini yaitu keadilan dan sosial keterlibatan umat,dari
sudut pandang figh siyasah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin
kesejahteraan rakyat dengan menerapkan kebijakan yang adil,partisipasif,dan
sesuai  dengan syariat. Dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui
pendidikan,pelatihan kerja,dan distribusi kekayaan yang merata menjadi bagian
penting dan strategi pengentasan kemiskinan menurut nilai-nilai islam.
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Poverty is a structural problem that is a serious concern for local
governments. Regent Regulation Number 10 of 2015 is present as a serious effort
to eradicate poverty through community empowerment-based programs. This study
aims to determine the supporting and inhibiting factors in the implementation of
anti-poverty programs in Krandegan Village, Gandusari District, Trenggalek
Regency, and how the figh siyasah review of the implementation of this program.

The research questions in this study are: 1) What are the supporting and
inhibiting factors in the implementation of the anti-poverty program in Krandegan
Village, Gandusari District, Trenggalek Regency? 2) How is the implementation of
the anti-poverty program based on Regent Regulation Number 10 of 2015 in
Krandegan Village viewed from the Figh Siyasah perspective?

This study uses a qualitative research model with a case study approach in
Krandegan Village, Gandusari District, Trenggalek Regency. Data collection
techniques use observation, interviews, and documentation, while data analysis
uses qualitative descriptive, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study indicate that 1) The Anti-Poverty Program in
Krandegan Village has been implemented optimally in accordance with the official
regulations of the Trenggalek Regent in poverty alleviation and has also had a
positive impact on the community. But there are still a few obstacles in the
implementation of poverty alleviation. 2) The Figh Siyasah Review in poverty
alleviation is justice and social involvement of the community, from the perspective
of figh siyasah the government has a responsibility to ensure the welfare of the
people by implementing fair, participatory, and sharia-compliant policies. In
empowering the community through education, job training, and equitable
distribution of wealth are important parts and strategies for poverty alleviation
according to Islamic values.



